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NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari : Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan
Tanggal : 27 Maret 2023
Sifat : Biasa

Lampiran : 4 (Empat)
Perihal : Notulen Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2022

Berikut kami sampaikan hasil rapat pembahasan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, antara lain:

e Terdapat perbaikan pada beberapa sistematika LAKIP yakni

1. Landasan hukum
Hasil asistensi LAKIP oleh Sekretariat Daerah adalah landasan hukum seharusnya
dilengkapi. Perbaikan pada landasan hukum dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Bahasan mengenai sistematika sebaiknya dituangkan pada subbab 1.6. Hasil
perbaikan telampir di Lampiran 2.

3. Perjanjian Kinerja telah dituangkan pada bab Il (Lampiran 3).

4. Bahasan pada LAKIP sebaiknya ditambah mengenai perbandingan capaian
kinerja tahun lalu (n-1) dengan tahun sekarang (n), serta perbandingan capaian
Kinerja tahun n dengan target RPJMD, serta penambahan bahasan pada subbab
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan.

e Hasil reviu oleh Sekretariat Daerah terdapat pada lampiran 4.

Purwakarta, 27 Maret 2023
Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bala@é ) i DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikast KABUPATEN PURWAKARTA
Elektronik FITRIAH WIDIANINGSIH,SE., MM

Penata/lll ¢



Lampiran 1

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2022 mengacu pada:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan

Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



LAMPIRAN 2

Sistematika pada penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun
2022 adalah sebagai berikut :
| PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Susunan Organisasi
1.4 Tugas dan Fungsi
1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)
I PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan dan Sasaran
2.3 Kebijakan dan Program
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2022
I AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
3.4 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IV PENUTUP



LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERUAMHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan K.K Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905

PURWAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WAHYUDI, ST, MT, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ¢ ANNE RATNA MUSTIKA
labatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

A =S

AGUNG WAHYUDI., ST., MT., MM.
NIP. 19780811 200312 1 (DS



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PERUAMHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan K.K Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905

PURWAKARTA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WAHYUDI, ST, MT, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANNE RATNA MUSTIKA
Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran
perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Oktober 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NE‘RATNA MUSTIKA AGUNG WAHYUDL., ST., MT., MM.

NIP. 19780811 200312 1 005



LAMPIRAN 4

LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP

TAHUN 2022

- -

Nama Perangkat Daerah : JIEPERV M

No

Uraian

Kelengkapan Dokumen

Keterangan/Catatan

Ada

Tidak Ada

BAB | Pendahuluan

I.1

Latar Belakang

v

1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3

Aspek Strategis serta Permasalahan
Utama

v
v
v

1.4

Landasan Hukum

Wiu\okrps

Sistematika

DI lens [engom

BAB |l Perencanaan Kinerja

.1

Rencana Strategis

<

1.2

Rencana Kinerja

<

1.3

Perjanjian Kinerja

ﬁfuv)k»tn

BAB 1l Akuntabilitas Kinerja

.1

Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan target dan realisasi
tahun ini

Perbandingan Capaian kinerja tahun
ini dengan beberapa tahun
sebelumnya

Perbandingan realisasi tahun ini
dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun
ini dengan standar nas/prov/kab

Analisis penyebab keberhasilan
/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative
solusinya

o N Y <

Analisis efisiensi penggunaan
sumber daya

<

Analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja

1.2

Realisasi Anggaran

.\\

BAB IV Penutup

Kesimpulan dan saran




KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

No Jenis Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan

1. | Renstra L

2. | Renja v

3. | Perjanjian Kinerja e

4. |IKU [

S. | Cascading e

6. | Crosscuting v

7. | Rencana Aksi v

8. | Hasil Monev Rencana Aksi V4

9, LAKIP v

10. | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP ¥

11. | SOP Pengumpulan Data v

12, | SK Tim Penyusun LAKIP o

13. | RKA 2023 A
Catatan

bt 1
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Purwakarta,

Pelaksana Asistensi,

~/
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RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2022
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